
4. Undang-undang Nomor25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(LembaranNegaraTahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
NegaraNomor5038) ;

2. Undang-undang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negarayang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusidan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambaban LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban
Daerab (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telab diubab beberapa kali terakhir dengan
Undang-UndangNomor9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5679) ;

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LembaranNegara
Tahun 1953 Nomor9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352)
sebagaiUndang-undang (LembaranNegaraTabun 1959Nomor72,
Tambaban LembaranNegaraNomor1820);

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito
Kuala.

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat,
aman dan nyaman di Mal Pelayanan Publik, maka perlu diatur
mekanisme penyelenggaraanpelayanan di Mal Pelayanan Publik
Kabupaten BaritoKuala.

BUPATI BARITO KUALA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN
DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BARITO KUALA

TENTANG

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR gf TAHUN 2018
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BUPATI B~~TO KUALA
PROVINSIKALIMANTAN SELATAN



Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat

berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas
barang, jasa dan/ atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi
pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan terpadu baik
pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha MilikNegara/Badan Usaha
MilikDaerah/ swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah,
terjangkau, aman dan nyaman.

2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggarapelayanan publik.

3. PenyelenggaraPelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggaraadalah
instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, meliputi
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan dan Kelurahan dan unit kerja yang bertugas menyelenggarakan
pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan.

Pasall

BABI
KETENTUAN UMUM

Menetapkan : PERATURANBUPATIBARITOKUALATENTANGPEDOMANUMUM
PENYELENGGARAANPELAYANANDI MAL PELAYANANPUBLIK
KABUPATENBARITOKUALA.

MEMUTUSKAN:

9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 ten tang Kewenangan
Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 23 Tahun
2017 ten tang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;



(3) Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)didasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota
Kesepahaman.

(2) RuanglingkupMPPmeliputi seluruh pelayanan perizinandan non perizinanyang
menjadikewenanganpemerintah pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha
MilikNegara/Badan Usaha MilikDaerah.

(I) MPPdiselenggarakanolehorganisasiperangkat daerah yangmelaksanakan tugas
dan fungsi di bidangKependudukandan Pencatatan Sipil.

Pasal5

BAB III
PENYELENGGARAAN PELAYANAN

MPPdilaksanakan dengan prinsip :
a. keterpaduan;
b. berdaya guna ;
c. koordinasi;
d. akuntabilitas;
e. aksesibilitas; dan
f. kenyamanan.

Pasal4

BagianPertama
Prinsip

Tujuan dibentuknya MPPuntuk :
a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan

kenyamanan kepada masyarakat dalammendapatkan pelayanan ; dan
b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di

Kabupaten BaritoKuala;

Pasal3

BagianPertama
Tujuan

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP

4. Pelayanan Terpadu Satu Atap adalah pola pelayanan terpadu satu atap
diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang
tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui berbagai pintu.

5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan terpadu satu pintu
diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang
mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu



b. HariJum'at, pukul 08.00 s.d. 11.00WITA,waktu istirahat tidak ada.

(2) Pengaturan waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah :
a. Hari Senin s.d. Kamis, pukul 08.00 s.d. 16.00 WITA,waktu istirahat pukul

12.00 s.d. 13.00WITA.

(1)Waktu pelayanan di MPPdilaksanakan sesuai hari dan jam kerja Pemerintah
Kabupaten BaritoKuala,yaitu selama 5 (lima)hari kerja.

Pasal 7

(3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan ketentuan dan
tata tertib yang harus dipatuhi olehpihak-pihakyang tergabung dalam MPP.

(4) Para pihak yang tergabung dalam MPPsebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat melakukan publikasi kepadamasyarakat pengguna layanan dalam rangka
pemanfaatan MPP.

(2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab atas
pemeliharaan dan perawatan gedungdan sarana prasarana/ fasilitas.

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan gedung dan sarana
prasarana/ fasilitas.

Pasal 6

(6) Pembinaan Sumber DayaManusiaAparatur MPPdilakukan oleh masing-rnasing
instansi yang memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan daJam gedung dan sarana prasarana/
fasilitas sebagaimanadimaksud pada ayat (4)dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan
Perjanjian Kerja Sarna para pihak daJarn rangka penggunaan dan pemanfaatan
surnberdaya, tennasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana
prasarana/fasilitas.



DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2018 NOMOR 1'8

y

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasa18

BABIV
KETENTUANPENUTUP


